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Abstrak 
Transparansi dan akuntabilitas sangat erat kaitannya, transparansi harus menghasilkan akuntabilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber 

daya manusia di Universitas Sebelas Maret Surakarta baik secara bersama-sama maupun secara individu. 

Transparansi dan akuntabilitas adalah bidang penelitian yang semakin menonjol yang menawarkan wawasan 

berharga untuk studi organisasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai, pegawai, dan pendidik 

UNS sebanyak 3.467 dengan jumlah responden yang terdiri dari 359 pegawai, pegawai, dan tenaga pendidik. 

Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dari responden melalui angket, uji data dengan uji 

validitas, uji reliabilitas dan uji hipotesis. Analisis data dengan metode analisis yang digunakan adalah regresi 

linier berganda. Temuan ini mempertanyakan pengaruh upaya terbaru untuk memperkenalkan transparansi yang 

lebih besar ke dalam proses pengelolaan sumber daya manusia di UNS. 

 

Kata Kunci:Transparansi, Akuntabilitas, Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

1. PENDAHULUAN 

Tata kelola pemerintahan yang 

berkelanjutan adalah istilah yang telah banyak 

digunakan dalam konteks yang berbeda, meskipun 

definisi yang secara umum diterima saat ini tidak 

ada. Tersirat dalam penelitian yang menggunakan 

istilah ini, adalah analisis cara-cara baru di mana 

pemerintah, entitas swasta dan organisasi non-

pemerintah beroperasi dalam pilihan dan tindakan 

kolektif yang mengatasi praktik tidak berkelanjutan 

saat ini(Bierman et al. 2012; Steffen et al. 2015; 

Garrick et al. 2017). Konsep keberlanjutan 

berperan besar dalam mendefinisikan masalah 

sosial-ekologis yang kompleks dan melegitimasi 

intervensi untuk pengurangannya (Bebbington, 

Unerman, and O‟Dwyer 2014). 

Sejarah peradaban manusia membuktikan 

bahwa dunia pendidikan memainkan peran penting 

dalam mengembangkan nilai-nilai moral untuk 

pengembangan dan dinamika kehidupan 

masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, 

kewajiban ketika mempertahankan nilai-nilai moral 

tidak hanya terkait dengan hasil, tetapi juga jauh 

lebih pentingdalam proses itu sendiri. Lebih lanjut, 

dunia akademik memainkan perannyasebagai 

sumber gagasan untuk peningkatan kehidupan dan 

makna kehidupan manusia (Raharjoet all., 2019).  

Kualitas layanan diakui sebagai aspek yang 

berpengaruh untuk membangun dan 

mempertahankan hubungan dengan masyarakat 

(Park et al., 2006). Karena memiliki kepentingan 

signifikan pada kepuasan masyarakat, konstruk ini 

dihormati sebagai faktor penentu utama 

keberhasilan atau kegagalan dalam berorganisasi 

dalam lingkungan yang kompetitif (Lin et al., 

2009). Reputasi universitas menunjukkan 

keprofesionalan yang diestimasikan oleh 

universitas. Akses adalah kemampuan pendekatan, 

ketersediaan, dan kenyamanan karyawan. Masalah 

pengelolaan sumber daya manusia dinyatakan 

sebagai penawaran pengelolaan sumber daya 

manusia yang sehat dengan struktur yang fleksibel. 

Terkait dengan gagasan di atas, di 

Indonesia, banyak lembaga pendidikan telah 

munculdan dikembangkan, termasuk universitas 

negeri berbasis ideologi. Ini bisa dipahami, 

diSelain itu, sebagai upaya berpartisipasi dalam 

mendidik bangsa; hal ini juga bertujuan untuk 

menyajikan yang lebih tinggimanajemen 

pendidikan yang sesuai dengan semangat dan nilai-

nilai yang ada di masyarakat.Namun, sebagai 

lembaga yang berorientasi pada kepentingan 

masyarakat dan mengelola keuanganSumber daya 

yang bersumber dari masyarakat, menjadi 

keharusan untuk mendorong konsistenpeningkatan 

kinerja dan mempromosikan transparansi dan 

akuntabilitas. 

Juru kampanye masyarakat sipil di dunia 

berharap bahwa transparansi akan memberdayakan 

upaya untuk mengubah perilaku lembaga yang kuat 

dengan meminta pertanggungjawaban lembaga 

dalam sorotan mata masyarakat. Prinsip 

transparansi dan akuntabilitas telah diadopsi oleh 

serangkaian aktor politik dan kebijakan yang luar 

biasa luas dalam periode waktu yang sangat 

singkat. Daya tarik luas ini adalah kesaksian 

karakter trans-ideologis mereka - dan pada 

konvergensi kekuatan dari atas dan bawah yang 

telah menyesuaikan mereka. Hal ini 

menggarisbawahi kebutuhan untuk menentukan 
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secara tepat arti dari istilah tersebut, kepada siapa, 

dan dalam konteks apa. Transparansi satu orang 

adalah pengawasan orang lain. Akuntabilitas satu 

orang adalah penganiayaan orang lain. Namun 

kenyataannya adalah sebagian besar pelaku setuju 

bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci 

dari tata pemerintahan yang baik. 

Inisiatif transparansi dan akuntabilitas telah 

membuat lingkaran demokratisasi, pemerintahan, 

bantuan, dan pembangunan menjadi kacau sejak 

pergantian abad ini. Banyak aktor yang terlibat 

dengan mereka - seperti donor, penyandang dana, 

manajer program, pelaksana dan peneliti - sekarang 

tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang apa 

yang dicapai oleh inisiatif ini. Tekanan dan 

kepentingan yang berbeda ada di balik 

keingintahuan pelaku yang berbeda, tetapi 

konsensusnya jelas: sudah saatnya kita memahami 

lebih baik pengaruh dan akuntabilitas. 

Negara Indonesia saat ini masih menjadi 

negara berkembang, keinginan untuk terus 

meningkatkan taraf kehidupan sehingga negara ini 

menjadi negara maju sangatlah tinggi. Salah satu 

faktor utama bagi kemajuan suatu negara adalah 

sumber daya manusianya. Kualitas warga negara 

menentukan kearah mana negara tersebut akan 

bergerak, dan apakah Negara tersebut jalan di 

tempat?. Pendidikan merupakan salah satu 

carauntuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia pada suatu negara. Pendidikan adalah 

investasi bagi seseorang untuk masa depan nya dan 

merupakan bagian dari penentu suksesnya suatu 

bangsa. 

Organisasi harus yakin bahwa dalam 

mencapai keunggulan, perlu untuk menghasilkan 

kinerja individu setinggi mungkin. Pada dasarnya, 

kinerja individu memengaruhi kinerja tim dan 

akhirnya memengaruhi keseluruhan dalam 

organisasi. Perilaku yang ada dalam organisasi 

tidak hanya perilaku peran tetapi juga juga perilaku 

ekstra-peran. Perilaku ekstra-peran sangat penting 

karena memberikan yang lebih baik manfaat untuk 

mendukung keberlanjutan organisasi (Oguz, 2010). 

Organisasi-organisasi ingin tahu bantuan 

teknis dan ekonomi yang mereka gunakan di 

tempat yang tepat dan oleh orang yang kompeten 

untuk menjalankan kebijakan. terutama tindakan 

transparansi keuangan. Selanjutnya, dana tersebut 

dibayarkan untuk mengevaluasi kinerja berbagai 

Negara. Sehubungan dengan instrumen 

internasional yang berkaitan dengan audit 

kejelasan, kami merujuk pada konvensi negara-

negara PBB untuk memberantas korupsi dalam 

pencegahan kondisi seperti perilaku yang 

diaudit.komponen spesifik konvensi, termasuk 

ketentuan mengenai integritas kantor, catatan dan 

dokumen keuangan lainnya, menggambarkan 

fungsi pencegahan, deteksi; investigasi dan 

penuntutan juga dipertimbangkan. Seperti banyak 

persiapan pencegahan, audi-tor atau auditor yang 

paling berbahaya dan sulit untuk mencegah korupsi 

terjadi, di mana pencegahan atau pencegahan tidak 

dipenuhi persiapan respons kompensasi dari agenda 

yang dimasukkan. 

Kaufman (1999), percaya setidaknya tiga 

cara untuk mencapai transparansi, a) meningkatkan 

mekanisme (peraturan / hukum) terkait dengan 

pengungkapan kebijakan penghitungan dengan cara 

bahwa semakin banyak informasi yang lebih baik 

untuk meningkatkan kualitas dan keandalan) 

merancang mekanisme keselamatan untuk 

membatasi bahaya moral dengan mengekspos lebih 

banyak, dan c) lembaga legislatif dan kebijakan 

untuk menangani masalah informasi yang tak 

terelakkan di pasar keuangan. mengapa mereka 

menyebutkan pengungkapan sukarela? dalam 

praktiknya, kualitas dan kuantitas informasi yang 

perusahaan siapkan dan publikasikan informasi 

yang dibutuhkan pemegang saham dan kreditor, 

ada kesenjangan yang sangat besar. 

Transparansi adalah indikasi kecil bahwa 

ada informasi yang cukup untuk berkomunikasi 

dengan investor. dengan demikian, kurangnya 

asimetri informasi antara informasi dan mereka 

yang tidak sadar ada. kurangnya asimetri informasi 

seperti itu menyebabkan menghabiskan banyak 

informasi. Dalam pasar yang efisien, nilai 

perusahaan sebagai nilai sekarang dari arus kas 

masa depan menggunakan tingkat pengembalian 

yang tepat didefinisikan sebagai dimodifikasi 

dalam hal risiko. tujuan pengungkapan keuangan, 

memberikan informasi yang berguna bagi investor 

dalam mengevaluasi langsung dan ketidakpastian 

arus kas masa depan. informasi yang berguna 

diberikan melalui pengungkapan sukarela, 

meningkatkan proses keputusan investasi dan 

pengguna lain dari pengungkapan informasi 

perusahaan dalam posisi yang lebih baik untuk 

mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi. 

Pengungkapan informasi, koordinasi, dan 

kemitraan yang lebih baik antara perusahaan dan 

investor sehubungan dengan keputusan investasi 

berdasarkan biaya investasi, arus kas masa depan 

yang diharapkan, keseimbangan karena tingkat 

yang lebih tinggi akan meningkat. menentukan 

nilai sebenarnya dari eksposur pasar modal jangka 

panjang perusahaan yang memadai. tanpa 

informasi, termasuk pengungkapan yang lebih 

besar dari nilai intrinsik perusahaan. untuk 

perusahaan dengan kualitas penutupan yang lebih 

tinggi diharapkan akan digunakan untuk 

pengungkapan informasi pengungkapan informasi 

aset dan pesaing dengan kondisi pasar yang sama, 

kualitas pengungkapan dan transparansi untuk 

bisnis turun, semakin sedikit informasi yang akan 

dihabiskan. Manfaat pengungkapan penuh dan 

pelaporan harus mencakup (Madhani, 2009): 

manajemen keandalan yang lebih besar, lebih 

banyak investor jangka panjang, Meningkatkan 

transaksi, kepemilikan akhir yang lebih tinggi, 
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likuiditas yang lebih besar, volatilitas yang lebih 

rendah, resolusi penjualan gap lebih tinggi, akses 

yang lebih baik dan biaya lebih rendah, hubungan 

yang lebih baik dengan komunitas investasi, dan 

harga saham yang lebih tinggi. 

Transparansi didefinisikan sebagai 

pengguna memahami logika dalam sistem, yaitu 

mengapa tertentu rekomendasi direkomendasikan 

(Pu et al., 2011; Swearingen dan Sinha, 2002; 

Tintarev dan Masthoff, 2007). Di domain lain 

seperti e-government dan layanan kesehatan, itu 

juga didefinisikan sebagai pelepasan informasi 

sukarela dari sistem (Hosseini et al., 2018; Leape et 

al. 2009) atau visibilitas dan aksesibilitas informasi 

tersebut (Cho et al., 2017; Zhu, 2002). Ini 

menyarankan dua cara alternative mengukur 

transparansi sistem, dari perspektif pengguna dan 

perspektif sistem masing-masing. Dalam tulisan 

ini, kami mendefinisikan transparansi obyektif 

sebagai sejauh mana AGS merilis informasi 

mengenai apa yang mereka lakukan dan mengapa 

mereka berperilaku dengan cara tertentu, dan 

transparansi subyektif sebagai sejauh mana 

pengguna memahami informasi tersebut tentang 

apa yang sistem lakukan dan mengapa mereka 

berperilaku tertentu cara disediakan oleh AGS dan 

terlihat / tersedia / dapat diakses kepada mereka 

(Cho et al., 2017; Zhu, 2002). 

Banyak yang mengatakan bahwa 

transparansi dalam arti keterbukaan informasi 

tentang urusan pemerintah menyediakan bahan 

baku yang diperlukan untuk demokrasiakuntabilitas 

walaupun tidak identik dengan itu, terutama karena 

itu memungkinkan warga dan kelompok 

kepentingan yang peduli untuk mendapatkan 

informasi yang cukuptentang kegiatan pemerintah 

eksekutif untuk dapat memberi makan pandangan 

merekaefektif ke legislatif atau forum lain. Dan itu 

bisa dikatakan berkontribusi pada akuntabilitas 

dalam arti membuat transaksi korup lebih 

banyakkemungkinan akan terekspos ketika akun 

publik dan biaya untuk kantor diterbitkan. 

Akuntabilitas sudah menjadi gagasan 

penting dalam administrasi dan umumnya dianggap 

memberikan efek positif dalam demokrasi, 

memberikan kekuatan penyeimbang kepada 

pemerintah (CCAF, 1996, hal. 44).Pemerintahan 

didasarkan pada banyak yurisdiksi pada pandangan 

bahwa legislative memiliki kekuatan dalam 

membuat eksekutif bertanggung jawab, dan bahwa 

negara merdekaauditor, atas nama badan legislatif, 

harus memeriksa kegiatan eksekutif dan kemudian 

melaporkan pada mereka (Funnell, 1994). Auditor 

negara sangat memainkan peran kunci dalam 

masyarakatadministrasi sejak, sebagaimana 

didalilkan oleh Normanton (1966), dengan 

menerbitkan laporan badan audit nasional dan 

komite legislatif itu Kritik terinformasi dibawa ke 

cahaya tentang cara eksekutif mengelola  sumber 

daya publik. Pengaturan akuntabilitas umum ini, 

yang didirikan pada abad kesembilan belas, masih 

berlaku sampai sekarang. 

Akuntabilitas secara konvensional dianggap 

sebagai masalah utama dalam literatur administrasi 

publik AngloAmerican (sampai-sampai publik 

tradisional) sarjana administrasi terkadang dituduh 

mengabaikan orang lain aspek penting dari 

manajemen publik). Demikian pula transparansi 

sudah lamamenjadi topik utama dalam diskusi tata 

kelola. Padahal fenomena itu sudah pasti dibahas 

sebelum istilah 'transparansi' diciptakan (Hood 

2006: 5), istilah itu telah ada selama setidaknya dua 

abad sebagai cara menggambarkan suatuaspek 

pemerintahan, dan angka-angka terpusat dalam 

karya-karya Jean-JacquesRousseau dan Jeremy 

Bentham (untuk siapa 'manajemen transparan' 

prinsip adalah prinsip sentral dari tata kelola yang 

baik). Tapi kata transparansimulai menjadi doktrin 

sentral dari tata kelola yang baik untuk kedua 

perusahaan dannegara dari 1990-an, dan memang 

tampaknya mencapai cakupan saturasi pada tahun 

2000-an (lihat, misalnya, Heald 2006: 26). 

Tampaknya menjadi salah satu dari ituide-ide yang 

didukung tanpa banyak refleksi sebagai prinsip 

kebaikan pemerintah dan manajemen, dan dalam 

pengertian itu 'dangkal' seperti itu Michael Billig 

(1995) melihat nasionalisme sebagai sesuatu yang 

sering meresap tetapi tidak diteliti politik dan 

pemerintahan (Hood 2007). 

Sumber daya manusia yang bertanggung 

jawab mengarah pada berbagi pengetahuan dan 

transfer dalam organisasi (Mouritsen, Larsen, & 

Bukh, 2001). Hal ini sangat penting 

untukmengembangkan sumber daya manusia 

berpengetahuan yang mampu bekerja sesuai 

dengan tujuan suatu organisasi. Secara khusus, hal 

ini memberi makna akuntabilitaskaryawan 

perorangan merasa tidak melakukan pekerjaan 

hanya untuk kepentingan pribadi, meskipun dia 

sendiribertanggung jawab untuk berbagi dan harus 

membenarkan apa yang dia miliki dan raih dengan 

orang lain untuk keuntungan bersama. Selain itu, 

karakteristik efisiensi dan efektivitas sudah sangat 

jelasberkontribusi pada kualitas suatu layanan 

(Gilbert & Parhizgari, 2000). Hal ini menunjukkan 

kemampuankaryawan untuk memberikan layanan 

dengan penggunaan tingkat optimal sumber daya 

organisasidan memenuhi standarisasi yang sesuai 

dengan target (Phang, 2008; Rodsutti & Swierczek, 

2002). Efisiensi dan efektifitas dapat meningkatkan 

layanan yang tertunda dan pada akhirnya berjuang 

untuk tidak korupsi terutama di lingkungan kerja 

pelayanan publik (U Myint, 2000). Berdasarkan 

pada mekanisme-mekanisme operasional good 

governance tersebutkarakteristik yang membuat 

organisasi menjadi sukses, perlu untuk memahami 

caranyakarakteristik ini dapat dibangun dan 

ditingkatkan. Maka dari itu harus disadarialih-alih 

berfokus pada konsekuensi tata kelola yang baik, 

identifikasi anteseden daritata pemerintahan yang 
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baik harus diperhatikan terutama dalam sistem 

sektor public tata kelola (McLellan, 2009) 

khususnya ketika kinerja tata kelola sektor public 

karyawan terlihat kurang baik (Siddiquee, 2008). 

Salah satu universitas di Indonesia, 

Universitas sebelas maret Surakarta merupakan 

salah satu universitas terbaik yang ada di 

Indonesia. Universtas ini di dirikan pada tanggal 11 

Maret 1976, meski tergolong muda dari universitas 

terbaik lainya, terlihat bahwa universitas sebelas 

maret Surakarta tidak pernah absen dalam meraih 

dan menampilkan prestasi-prestasinya setiap tahun.  

Pada awal tahun 2017, dalam rapat kerja 

nasional (Rakernas) Menteri Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (Ristekdikti), UNS meraih 3 

penghargaan sekaligus pada bagian Humas, yang 

meliputi juara juara 1 publisitas, juara 2 website, 

dan juara 2 media sosial. Selain prestasi yang 

ditorehkan oleh institusi, para dosen dan 

mahasiswa universitas Sebelas Maret juga tak mau 

kalah dalam meraih prestasi, seperti Witri Wahyu 

Lestari, seorang dosen fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) meraih 

penghargaan OWSD- Elsavier Foundation Awards 

for Early Career Woman Scientifists in Developing 

World 2018. Kemudian 2 orang mahasiswa UNS 

mendapatkan medali emas pada ajang Thailand 

Investors Day pada Februari 2018 lalu. (Sumber: 

UNS.ac.id). 

Berbagai prestasi yang telah diraih tersebut 

tidak serta-merta membuat Universitas Negeri 

Sebelas Maret (UNS) dapat mencetak generasi 

yang sesuai dengan permintaan zaman, masih saja 

ada keluhan masyarakat mengenai sumber daya 

manusia yang dihasilkan oleh lulusan universitas. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk 

dilakukan, mengingat transparansi ditentukan oleh 

banyak variabel penentu. Menganalisis pengaruh 

transparansi terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia, mengingat bahwa sumber daya manusia 

bertindak sebagai penentu strategis dalam 

menentukan kinerja transparansi. Melihat 

fenomena yang pasti dipengaruhi oleh banyak 

variabelyang saling tergantung, berinteraksi dalam 

hubungan non-linear, sebagai sistem yang saling 

mempengaruhisukses (Maani & Cavana, 2000; 

Senge, 1990). 

Artikel ini meneliti pemgaruh transparansi 

dan akuntabilitas pada pengelolaan sumber daya 

manusia di UNS. Kami mendefinisikan 

"transparansi dan akuntabilitas" dalam hal 

bagaimana lembaga publik dan karyawan mereka 

mengelola beragam harapan yang dihasilkan di 

dalam atau di luar organisasi (Romzek & Dubnick, 

1987). Dalam pengawasan public proses di mana 

prinsip terburuk juga dapat digunakansebagai yang 

terbaik; iri, kebencian, kedengkian, melakukan 

tugas semangat publik dan transparansi dapat 

berkontribusi pada akuntabilitas pemerintah dalam 

lebih banyak halcara tidak langsung juga, misalnya, 

dengan mengurangi risiko kesalahan tanpa 

disadaridan dengan membuat tujuan eksplisit 

sehingga ada sedikit kemungkinan kebingungan 

dalam pemerintahan. Akuntabilitas seringkali 

dimanifestasikan secara formal dan ditegakkan 

melalui sistem HRM (Hall et al., 2003; Hays & 

Sowa, 2006; Perry, 2010; Romzek & Dubnick, 

1987; Vermeeren, Kuipers, & Steijn, 2014), 

dimana organisasi publik mengelola dan 

memonitor pengelolaan sumber daya manusia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Artikel ini adalah penelitian ex-post facto 

untuk mengetahui pengaruh transparansi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia. Populasi dalam penelitian ini seluruh 

karyawan UNS yang berjumlah 3.467. Teknik 

sampling yang digunakan penelitian ini adalah 

purposive random sampling. Dengan menggunakan 

rumus slovin sampel penelitian ini berjumlah 

358,62 yang dibulatkan menjadi 359 karyawan. 

Teknik pengumpulan data dalam artikel ini 

menggunakan angket dengan jenis angket tertutup.  

Uji coba instrument dilakukan di 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Pengujian 

validasi instrument dilakukan dengan cara 

menganalisis butir soal menggunakan rumus teknik 

pengujian validasi Confirmatory Factor Analysis 

(CFA). Pengujian reliabilitas menggunakan internal 

consistencyreliability dengan metode Cronbach 

Coefisien Alpha. 

Data dianalisis menggunakan SPSS 22.0 

untuk mengetahui deskripsi setiap variabel. Uji 

prasyarat analisis dengan uji normalitas digunakan 

untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Dengan uji liniearitas untuk 

mengetahui apakah variabel bebas dan terikat 

dalam penelitian memiliki hubungan yang linier, 

serta untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan dalam penelitian ini sudah benar atau 

belum. Dengan uji multikolinieritas untuk melihat 

ada tidaknya hubungan antara dua atau lebih antar 

variabel-variabel independen yang masuk ke dalam 

model regresi. Metode untuk mendiagnosa adanya 

multicollinearity dilakukan dengan uji Varience 

Inflation Faktor (VIF). 

Uji Hipotesis dengan Analisis Regresi 

Berganda untuk mengetahui pengaruh transparansi 

dan akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber 

daya manusia secara bersama-sama. Sumbangan 

efektif digunakan untuk mengetahui besarnya 

sumbangan efektif tiap variabel independen dari 

keseluruhan prediksi. 

 

3. HASIL 

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia 
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Uji hipotesis 1 menggunakan analisis 

regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 22.0 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1 Hasil Regresi Sederhana Transparansi 

(X1) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 25.750 1.392  18.496 .000 

Transparan

si 
.542 .067 .393 8.068 .000 

   Sumber: Data primer diolah 2019 

Hipotesis pertama mengatakan bahwa 

transparansi berpengaruh positif terhadap 

pegelolaan sumber daya manusia di Universitas 

Sebelas Maret Surakarta diterima. Karena 

transparansi memiliki koefisien bernilai positif dan 

memiliki thitungsebesar 8,068 dimana nilai tersebut 

lebih besar daripada nilai ttabel sebesar 1,967 dengan 

nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 

nilai 0,05. 

Tabel Kontribusi Variabel X1 Terhadap Y 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .393a .154 .152 5.188 

       Sumber: Data primer diolah 2019 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh 

besarnya koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,154. 

Hal ini berarti besarnya kontribusi variabel 

transparansi terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia sebesar 15,4%. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

transparansi berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal ini 

berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda 

dengan hasil uji t untuk variabel transparansi 

sebesar 5,918 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 

(<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

transparansi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia. 

Transparansi yaitu menyampaikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur kepada pengguna 

laporan keuangan sesuai pertimbangan bahwa 

pengguna mempunyai hak untuk mengetahui secara 

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban 

universitas dalam pengelolaan sumber manusia. 

Transparansi merupakan hak asasi setiap manusia. 

Hasil penelitian menunjukkan transparansi 

mempengaruhi pengelolaan sumber daya mansuia. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Garaika Hamza (2018) bahwa good university 

governance dan budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan psitif terhadap kinerja 

dosen dan antara good university governance 

dengan budaya organisasi terhadap kinerja 

universitas. 

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia 
Akuntabilitas dapat didefenisikan sebagai 

bentuk dorongan psikologi yang membuat 

seseorang berusaha mempertanggungjawabkan 

semua tindakan dan keputusan yang diambil 

kepada lingkungannya. Akuntabilitas dibutuhkan 

SDM karena dalam melakukan pekerjaan 

diharapkan dapat menghasilkan hasil yang tepat 

waktu, objektif dan maksimal. Dengan demikian, 

apabila SDM memiliki akuntabilitas tinggi maka 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan semakin 

tinggi.Uji hipotesis ll menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dengan bantuan SPSS 22.0 dapat 

dilihat pada tabel dibawah. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah 

terdapat pengaruh positif akuntabilitas (X2) 

terhadap pengeloaan sumber daya manusia (Y) di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.  

Hasil analisis regresi sederhana akuntabilitas (X2) 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia (Y) 

dapat dilihat pada tabel dibawah. 

Tabel Hasil Regresi Sederhana Akuntabilitas 

(X2) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients T Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 21.749 2.656  8.189 .000 

Akuntabilit

as 
.838 .147 .288 5.686 .000 

   Sumber: Data primer diolah 2019 

Hipotesis kedua mengatakan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengelolaan sumber daya manusia di Universitas 

Sebelas Maret Surakarta diterima. Karena 

akuntabilitas memiliki koefisien bernilai positif dan 

memiliki thitungsebesar 5,686 dimana nilai tersebut 

lebih besar daripada nilai ttabel sebesar 1,967 dengan 

nilai signifikansi 0,000 yang berarti lebih kecil dari 

0,05. 

Tabel Kontribusi Variabel X2 Terhadap Y 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .288a .083 .080 5.402 

   Sumber: Data primer diolah 2019 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh 

besarnya koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,083. 

Hal ini berarti besarnya kontribusi variabel 

akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia sebesar 8,3%. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif signifikan 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hal ini 

berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda 

dengan hasil uji t untuk variabel akuntabilitas 

sebesar 2,584 dan nilai signifikansi sebesar 0,033. 

Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 

(<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia. 
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Hasil penelitian menunjukkan transparansi 

mempengaruhi pengelolaan sumber daya mansuia. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Garaika Hamza (2018) bahwa good university 

governance dan budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan psitif terhadap kinerja 

dosen dan antara good university governance 

dengan budaya organisasi terhadap kinerja 

universitas. 

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas 

Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

Analisis regresi liniear berganda digunakan 

untuk menguji hipotesis penelitian secara bersama-

sama. Hipotesisnya adalah apakah terdapat 

pengaruh positif transparansi (X1), akuntabilitas 

(X2), terhadap pengelolaan sumber daya manusia 

(Y) di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Hasil analisis regresi linier berganda 

transparansi (X1), akuntabilitas (X2), terhadap 

pengelolaan sumber daya manusia (Y). 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

1 

(Constant) 15.915 2.619  6.077 .000 

Transparan

si 
.479 .067 .347 7.132 .000 

Akuntabilit

as 
.621 .141 .214 4.392 .000 

Sumber: Data primer diolah 2019 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier 

berganda pada tabel, maka dapat ditunjukkan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y =  

Y = 15,915 + 7,132X1 + 4,392X2 

Keterangan: 

Y = Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

X1 = Transparansi 

X2 = Akuntabilitas 

 = Koefisien Regresi 

 = Konstanta 

e = error 

Hasil uji F transparansi dan akuntabilitas 

terhadap pengelolaan sumber daya manusia di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta dapat dilihat 

pada tabel dibawah. 

Tabel Hasil Uji F 

Model 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regressio

n 
2245.915 2 1122.957 

43.85

9 
.000b 

Residual 9114.960 356 25.604   

Total 11360.875 358    

  Sumber: Data primer diolah 2019 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 43,859 jika dibandingkan dengan nilai 

Ftabelsebesar 2,26 pada taraf signifikan 5%, maka 

nilai Fhitung> Ftabel. Oleh karena itu terdapat 

pengaruh positif dari transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan fairness terhadap 

pengelolaan sumber daya manusia di Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis mengenai pengaruh 

transparansi dan akuntabiltas terhadap pengelolaan 

sumber daya manusia di Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

Transparansi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia di Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

ditunjukkan pada nilai  = 0,280. Kontribusi 

pengaruh transparansi terhadap pengelolaan 

sumber daya manusia sebesar 15,4%. Pengelolaan 

sumber daya manusia akan semakin baik jika 

transparansi di UNS juga baik. 

Akuntabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia di Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

ditunjukkan pada nilai  = 0,123 Kontribusi 

pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan 

sumber daya manusia sebesar 8,3%. Pengelolaan 

sumber daya manusia akan semakin baik jika 

akuntabilitas di UNS juga baik. 

Transparansi dan akuntabilitas secara 

bersama-sama berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia. Kontribusinya sebesar 19,8%.  

Implikasi penting dari hasil ini studi adalah 

bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah aset 

strategis untuk pengelolaan sumber daya manusia. 

Orientasi transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan sumber daya manusia juga merupakan 

hal yang mutlak. Menjadi efektif, transparansi dan 

akuntablitas perlu disejajarkan dengan pengelolaan 

sumber daya manusia yang berorientasi komitmen 

sistem untuk menghasilkan perilaku peran 

berorientasi layanan darikaryawan. Peran 

transparansi dan akuntabilitas adalah untuk 

mencapai pengelolaan sumber daya manusia yang 

baik. Pencapaian tansparansi dan akuntabilitas 

sangat ditentukan oleh perilaku peran yang 

berorientasi layanan dari karyawan. Pengelolaan 

sumber daya manusia dipengaruhi oleh transparansi 

dan akuntabilitas yang berinteraksi secara dinamis 

satu sama lain. 

Analisis pengaruhtransparansi dan 

akuntabilitas terhadap pengelolaan sumber daya 

manusia dengan regresi liniear berganda. Sehingga 

pengaruh dapat ditemukan serta strategi kebijakan 

paling optimal untuk membuat pengelolaan sumber 

daya manusia lebih optimal. 

Penelitian ini terbatas pada pengaruh 

variabel independen transparansi dan 

akuntabilitasterhadap Pengelolaan Sumber Daya 

Manusia di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Penelitian ini hanya dilakukan selama dua bulan 

yaitu bulan Maret sampai April 2019. Penelitian ini 

hanya menggunakan kuesioner dalam 
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pengumpulan data, sehingga data yang 

dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat WR 

II, WD II, Kabag Pengelolaan SDM dan staf, 

Kasubag dan staf, pendidik, dan tenaga 

kependidikan. Berdasarkan Rumus Slovin sampel 

penelitian ini berjumlah 358,62 orang staf yang 

dibulatkan menjadi 359 orang staf Universitas 

Sebelas Maret sebagai sasaran 

penelitiannya.Kuesioner tidak kembali 100% 

karena kesibukan SDM di UNS sehingga ada 

responden yang tidak mengisi, serta membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk menunggu kuesioner 

kembali. 

Penelitian ini perlu divalidasi secara empiris 

lebih lanjut untuk memperkaya bidang studi 

strategis manajemen sumber daya manusia, 

terutama transparansi dan akuntabilitas pada 

pengelolaan sumber daya manusia. 
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